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WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 22 TAHUM 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN NON STRUKTURAL
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kota Makassar agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna, diperlukan uraian tugas jabatan
non struktural sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan
Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan
Umum Kota Makassar;

. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a di atas,

maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Makassar.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822};

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587).

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini secpanjang mengenail
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 82

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang
mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri

Pasal 83
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

. Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Februwari 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

"

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Febrmari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BERITA !DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 22 TAHUN 2015



